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Abstract
This paper discusses the abortion that can be done if there is an indication of medical emergency or pregnancy due to rape. Discriminalization of abortion regulated in Indonesian legislation is imbalanced and unfair in protecting the lives of its people, both children and women. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of legal material analysis using deduction method. The results of this paper conclude to ensure the safety and effective abortion practices. The law of abortion should impose and regulate abortion as a health care intervention, in which health, safety, and welfare are measures of legal legitimacy. This paper recommends the state to ensure the availability of clear, decisive and predictable rules. States should ensure the continuity and moral acceptability associated with legal certainty in a material way. Legal certainty should always be read as rule clarity, predictable, guaranteed continuity, and must be accepted or executed.
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Abstrak
Tulisan ini membahas perihal aborsi yang dapat dilakukan jika terjadi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan untuk memastikan keamanan dan praktik aborsi yang efektif. Hukum aborsi harus memberlakukan dan mengatur aborsi sebagai intervensi perawatan kesehatan, di mana kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan merupakan langkah-langkah legitimasi hukum. Tulisan ini merekomendasikan pada negara untuk menjamin ketersediaan aturan yang jelas, tegas dan predictable. Negara harus menjamin kontinuitas dan akseptabilitas moral yang  terkait  dengan  kepastian  hukum  secara  materil. Legal certainty selalu harus dibaca sebagai kejernihan aturan, predictable, dijamin kontinuitasnya, dan harus bisa diterima atau dijalankan.

Kata kunci: aborsi, informed consent, keadilan berkontrak, pasien.
A. Pendahuluan
Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini prilaku pengguguran kandungan atau aborsi banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa (Achadiat Crisdiono, 2007:12).
Sebelum diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi menurut hukum positif Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi. Menurut KUHP, semua bentuk perbuatan aborsi tanpa terkecuali merupakan tindak kejahatan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka perkembangan hukum juga terjadi mengingat sifat hukum yang selalu dinamis terhadap perkembangan hidup masyarakat. Pelarangan aborsi menjadi hal yang kursial untuk dibahas dan menjadi diskriminalisasi, dimana aborsi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi jelas dilarang namun dalam keadaan tertentu aborsi diperbolehkan. Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan jika terjadi indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berdasarkan pernyataan Pasal 75 ayat (2) tersebut, terlihat jelas bahwa politik hukum dalam Undang-undang Kesehatan merupakan upaya perkembangan kebijakan dari rasa ketidakadilan terhadap perempuan dan bertujuan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi terhadap kejahatan perkosaan tetapi justru tidak untuk melindungi remaja perempuan dari kehamilan yang diakibatkan oleh pergaulan bebas sebagaimana menjadi dasar ditetapkannya kebijakan diskriminalisasi aborsi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas tidak menjadi prioritas atau hal yang justru harus menjadi tanggungjawab pemerintah untuk diatasi.
Namun di sisi lain, didiskriminalisasinya aborsi telah mengabaikan hak anak untuk tetap hidup dan mendapatkan hak yang sewajarnya ia dapatkan menurut undang-undang. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, dalam Pasal 53 ayat (1)-nya merumuskan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”
Menurut Penulis, diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan sehingga diperlukan kajian dan analisis lebih dalam mengenai kebijakan hukum aborsi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menulis artikel yang membahas analisis kebijakan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam praktik aborsi di Indonesia.
B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Sumber informasi hukum mencakup juga bahan hukum sekunder seperti buku-buku referensi, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan hasil karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237-240).
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Aborsi Menurut Perspektif Negara Hukum
Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara c.q Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan individu-individu yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagai pemegang hak (rights holder). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect) HAM bagi warganya (Rahayu, 2012:40).
Kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM adalah kewajiban yang tidak dapat diingkari oleh negara karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (obligations erga omnes). Manusia memerlukan jaminan perlindungan bagi hak-hak pribadi untuk mengekspresikan kepentingan masyarakat yang menghendaki agar perlindungan hak-hak tersebut ditindak lanjuti dengan pengaturan dalam hukum (Rahayu, 2012:42).
Negara memberi jaminan kepada korban dan janin yang dikandungnya untuk mendapat kehidupan yang sejahtera lahir batin dan layak. Dalam hal ini juga Negara seharusnya memberi dan mengkhususkan pelayanan kesehatan bagi kehamilan korban perkosaan agar keadaan fisik, mental serta janin yang ia kandung selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi. Korban perkosaan juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dari Negara demi mencapai persamaan dan keadilan untuk dirinya dan anak yang ia kandung. Selain itu, korban perkosaan berhak mendapatkan jaminan dan pelayanan sosial yang adil dari masyarakat dalam rangka memulihkan jiwanya dari kejahatan perkosaan yang menimpanya. Dalam hal ini, masyarakat sekitar berperan penting dalam mendukung korban perkosaan dan janin yang ia kandung agar dapat meneruskan kehidupan layaknya manusia lain.
Janin yang hadir akibat kejahatan perkosaan berhak untuk hidup dan tidak disiksa melalui tindakan aborsi. Perempuan korban perkosaan dan kehamilannya berhak mendapatkan perlindungan hak asasi sepenuhnya oleh Negara dari perlakuan yang bersifat diskriminatif baik dari Negara sendiri maupun lingkungannya seperti keluarga dan masyarakat terdekat. 
Jika korban perkosaan yang hamil menolak aborsi dan memutuskan untuk meneruskan kehamilannya, maka ia berhak mendapatkan pendamping (konselor) selama masa kehamilannya sebagai tanggungjawab Negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi korban perkosaan dan kehamilannya. Selain itu, dalam hal korban perkosaan dan keluarganya tidak siap untuk memelihara anak yang ia kandung, maka anak tersebut akan menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 38 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Pada dasarnya, diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan merupakan salah satu upaya Negara dalam memberi perlindungan kepada korban perkosaan melalui pemerintah daerah atau aparat Negara di masing-masing daerah. Meskipun tindakan aborsi ini sendiri tidak akan menyembuhkan trauma psikologis sepenuhnya atau menghapus luka batin yang dialami akibat peristiwa perkosaan, atau bahkan mengembalikan keadaan seperti semula, namun tindakan aborsi ini merupakan suatu upaya terapi untuk membantu korban perkosaan untuk tetap meneruskan kehidupannya. 
Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan tentu harus dilakukan pendampingan baik medis maupun psikis terhadap korban maupun anak dalam kandungan tersebut. Hak-hak dari korban perkosaan harus dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, dimana dalam hal kehamilan karena perkosaan, selain memperhatikan hak perempuan juga harus memperhatikan hak hidup anak dalam kandungan. Aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, menerima dan memproses pengaduan korban perkosaan dari awal sampai dengan akhir proses eksekusi sanksi pidana bagi pelaku perkosaan. Dalam menangani kejahatan perkosaan, aparat penegak hukum juga harus melakukan observasi pasca kejadian perkosaan yang menimpa korban, apakah jiwa korban tetap stabil atau butuh pendampingan khusus terutama bagi korban yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak hanya memperhatikan dan memikirkan sanksi pidana bagi pelaku, sementara korban belum merasakan diberikan perlindungan hukum dari negara. 

Upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan seyogyanya dilaksanakan dan di dukung oleh semua pihak baik itu pihak aparatur Negara maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dituturkan oleh dr. Hari Wiyoso, dalam penanganan aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis adalah dengan memberi dukungan moral baik itu dari pihak rumah sakit seperti dokter spesialis kandungan sebagai pelaksana tindakan aborsi, psikiater dan aparat penegak hukum sebagai co-ordinator pelaksanaan tindakan aborsi, dan keluarga serta masyarakat sekitar sebagai orang-orang terdekat korban dan sebagai pihak yang dipercaya korban.
Penetapan sanksi dan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban perkosaan ini sebagai suatu upaya dan bukti nyata bahwasanya Negara Indonesia memenuhi kewajibannya sebagai Negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, tiga unsur utama dalam Negara hukum adalah memberi jaminan supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di depan hukum (equality before the law), dan due process of law (Nurhadi, 2007:254). Artinya, dalam supremasi hukum (supremacy of law), tidak seorangpun dapat dihukum atau dapat dibuat menderita tanpa adanya pelanggaran hukum. Selanjutnya persamaan di depan hukum (equality before the law) adalah di mana setiap warganegara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat Negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang sama pula. Due process of law artinya, segala tindakan Negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada suatu tindakan apapun yang tidak memiliki dasar hukum (Hamdan Zoelva, 2011:237).
Negara Indonesia sebagai Negara hukum harus mengoptimalkan penerapan kebijakan yang telah diciptakan oleh pembuat kebijakan. Artinya, penciptaan setiap kebijakan baru harus bisa efektif dan pelaksanaannya dapat menjadi meminimalisir kejahatan perkosaan. Contohnya, kebijakan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selama ini belum diterapkan dan dinilai tidak efektif dalam menekan angka kejahatan kekerasan seksual. Sama halnya dengan kebijakan aborsi bagi korban perkosaan yang belum bisa secara efektif memberikan upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Ketika kebijakan-kebijakan ini tidak efektif dalam memberi perlindungan hukum bagi warganegara Indonesia, maka ini secara langsung akan mempengaruhi kualitas kebijakan dan perlindungan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Perlindungan hukum bagi anak hasil perkosaan yang dilahirkan harus mendapatkan hak-hak sebagaimana anak pada umumnya, seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, makanan dan lain-lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas. Pemerintah yang harus mencukupi jika ternyata orang tuanya tidak berkenan atau tidak mampu merawat anak tersebut untuk tumbuh bersamanya. Selain itu, Negara juga berhak menetapkan agar pelaku ikut bertanggungjawab atas diri korban dan kehamilannya dengan mengenakan beban biaya dengan perampasan harta benda pelaku perkosaan jika dimungkinkan, dan diberikan guna kepentingan anak baik melalui korban (jika bersedia merawat) atau kepada pemerintah melalui lembaga sosial tertentu karena pada dasarnya anak yang lahir tersebut harus mendapatkan haknya sebagaimana anak pada umumnya. 
Di Indonesia, pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual atau perkosaan juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing-masing kota dan daerah. Contohnya, pemerintah kota Semarang yang baru-baru ini membangun tempat khusus rehabilitasi perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual yaitu Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Sebagaimana yang di tuturkan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, RDRM menjadi tempat untuk memulihkan kondisi psikologis para korban. Terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual. Di tempat rehabilitasi tersebut, para korban sekaligus juga akan diberikan pelatihan ketrampilan sebagai bagian untuk memulihkan kembali kepercayaan dirinya. Tidak hanya melaksanakan perlindungan hukum secara represif, RDRM juga berupaya melakukan pencegahan atau melaksanakan perlindungan hukum secara preventif dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual pada perempuan dan ank-anak.
2. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Aborsi Menurut Perspektif Pancasila
Pancasila memiliki kedudukan yang amat penting dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Peran penting itu mencakup falsafah, dasar, dan ideology Negara. Dengan  kedudukan Pancasila yang penting tersebut, Pancasila juga sangat mempengaruhi hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi dasar hukum sekaligus ideology yang menjiwai semua produk hukum. Dalam penelitian ini, tentunya Penulis akan memfokuskan perlindungan hukum dalam praktik aborsi yang sesuai dengan ideology Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila bagi golongan rentan menurut peraturan perundang-undangan yaitu wanita hamil (dalam hal ini wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan) dan janin yang dikandung, khususnya bagi korban perkosaan dan remaja yang masih bersekolah.
Makna filosofis dari kalimat Pancasila sebagai ideology Negara adalah bahwa dalam setiap aspek praktek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Tongat, 2012:402). Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berkiblat pada Pancasila sebagai dasar fundamental atau ideology dasar dalam pembentukan hukum positifnya harus selalu mengakomodir nilai-nilai Pancasila dalam setiap rumusan peraturan perundang-undangannya. Jika nilai-nilai dalam Pancasila dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan, maka jaminan akan keadilan pasti akan dirasakan korban baik untuk masa sekarang maupun masa depan.
Pancasila sebagai dasar Negara berfungsi sebagai jiwa bangsa dan jati diri nasional. Secara konstitusional, nilai-nilai Pancasila adalah asas kerohanian bangsa dan jiwa Undang-undang Dasar Negara. Filsafat Pancasila memberikan kedudukan tinggi dan dan mulia atas potensi dan martabat manusia, karenanya HAM berdasarkan Pancasila dijiwai dan dilandasi dengan asas normative (Teguh Prasetya, :392)
a. Bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (Sila I dan II); sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.

b. Bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya berkat umat manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta, sebagai integritas moral martabat manusia.

c. Kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:

1) Manusia wajib mengakui sumber HAM adalah Tuhan Maha Pencipta (Sila I) yang menganugerahkan dan mengamanatkan potensi kepribadian jasmani-rohani sebagai martabat (luhur) kemanusiaan.
2) Manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan Maha Pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia.
3) Manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada Maha Pencipta, atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian) manusia.

Seyogyanya, jika dicermati dengan lebih teliti, di Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideology Negara, Indonesia tidak mengenal  dan tidak dapat pula menerapkan legalisasi aborsi atau dekriminalisasi aborsi karena secara sederhana, legalisasi aborsi berarti menghapus sanksi pidana dalam perbuatan aborsi dan mengubah kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang terkait aborsi menjadi seperti berikut (Marge Berer, 2017:14):
a. Tidak menghukum siapapun karena memberikan jasa aborsi yang aman;
b. tidak menghukum siapapun karena melakukan aborsi;
c. tidak melibatkan polisi dalam penyelidikan atau penuntutant praktik aborsi;
d. tidak melibatkan pengadilan dalam memutuskan dan pemberian izin tindakan aborsi, dan
e. memperlakukan aborsi seperti bentuk perawatan kesehatan lainnya, yaitu, menggunakan praktik terbaik dalam pemberian layanan, pelatihan penyedia layanan, dan pengembangan serta penerapan pedoman berbasis bukti, dan menerapkan undang-undang yang ada untuk menangani praktik berbahaya.
Kebijakan aborsi di Indonesia sejatinya tidak dapat dibandingkan dengan kebijakan aborsi negara lain, terutama Negara maju karena adanya Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tolok ukur dan sebagai batasan kepada Negara dan masyarakatnya dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari termasuk perihal aborsi. Sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie (Salim HS, 2016:10), khusus mengenai cita Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Artinya, Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha-Esaan dan ke-Maha-Kuasaan Tuhan. 
Diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai Kemaha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa diyakini sebagai sila utama dalam Pancasila. Oleh karenanya pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai Kemaha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu, dan  di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum juga merupakan ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa dimana setiap warganegara Indonesia hanya memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan perhormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dala wadah Negara Pancasila (Salim HS, 2016:10)

Penegakan hukum yang lemah menunjukkan fakta bahwa penentang kebijakan aborsi liberal sekarang sering menyusun argumen mereka dalam hal kesehatan perempuan daripada kesucian kehidupan janin dan dalam survei yang menunjukkan dukungan kuat untuk hak perempuan untuk memilih. Namun, dalam interpretasi liberal saat ini, sulit untuk menghindari bahwa kebijakan aborsi kita saat ini tidak memiliki tujuan berkelanjutan dalam mencegah penghancuran kehidupan janin (Sally Sheldon, 2016:334-335).

Oleh yang demikian, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif harus dilakukan sedini mungkin sebagai langkah awal mencegah tindakan aborsi meskipun ia dilakukan atas indikasi medis akibat perkosaan karena seyogyanya, dalam kejahatan kekerasan seksual, tidak bisa dilakukan upaya perdamaian secara restorative justice karena akibat dari kekerasan seksual telah merugikan korban secara abstrak dan sifatnya yang immaterial sehingga kehamilan merupakan akibat yang paling fatal bisa terjadi pada korban. Meski korban diberikan restitusi, kompensasi, atau ganti rugi lainnya yang bersifat materiil sekalipun tidak akan mengembalikan keadaan korban seperti semula.
Perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan termasuk korban perkosaan harus didukung dengan partisipasi oleh semua elemen Negara baik dari aparat penegak hukum, ahli medis, tokoh agama, keluarga maupun masyarakat sekitar. Jika korban perkosaan memilih untuk tidak melakukan aborsi pada kehamilannya dan siap untuk memelihara janin yang ia kandung, maka semua pihak tersebut harus bekerjasama dalam memberi perlindungan hukum kepada korban sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangaan Negara karena di dalam Konstitusi dan hukum positif Indonesia, setiap manusia dijamin hak asasi nya, termasuk di dalamnya hak hidup yang merupakan hak dasar atau pokok yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta hak-hak dasar lain yang mengikutinya.
Oleh yang demikian, dengan berlandaskan pada Pancasila dengan Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama, maka Pancasila sebagai pegangan dan pandangan hidup serta sebagai landasan ideology pembentukan peraturan perundang-undangan Negara, kebijakan aborsi di Indonesia harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam setiap agama di Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, baik agama Islam, Kristen Protestan atau Katolik, Hindu, maupun Buddha semuanya menghormati kehidupan sejak terjadinya pembuahan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Menurut ketentuan agama-agama tersebut, tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan jika terdapat kedaruratan indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu dan/atau janin, dimana aborsi adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil dalam upaya penyelamatan yang lebih berpotensi untuk hidup.
Indonesia sebagai Negara hukum yang ber-Pancasila tidak boleh membuat kebijakan atau melaksanakan aborsi dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan ketentuan agama. Oleh karenanya, dalam hal kebijakan aborsi sebagai upaya perindungan hukum represif, Negara juga harus melakukan perlindungan hukum secara preventif agar tindakan aborsi dapat dicegah terutama aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang berat. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sedini mungkin, contohnya secara umum menetapkan hubungan seksual di luar nikah sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.
Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak-anak Indonesia sejak dibangku sekolah. Penghayatan dan pengamalan Pancasila wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan kehidupan. Contohnya, dewasa ini melakukan hubungan seksual pranikah menjadi trend remaja saat ini yang sedang menjalin hubungan cinta, mereka secara spontan melakukan hal itu tanpa memikirkan akibat dari perbuatan mereka yang mengakibatkan kehamilan dari pihak perempuannya. Menyadari jika kehamilan itu akan mengganggu aktivitas pendidikan mereka, pada akhirnya timbul dorongan atau motif dari remaja untuk melakukan tindakan aborsi (Sri Wahyuningsih, 2014:95)

Oleh yang demikian, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif harus dilakukan sedini mungkin sebagai langkah awal mencegah tindakan aborsi meskipun ia dilakukan atas indikasi medis akibat perkosaan karena seyogyanya, dalam kejahatan kekerasan seksual, tidak bisa dilakukan upaya perdamaian secara restorative justice karena akibat dari kekerasan seksual telah merugikan korban secara abstrak dan sifatnya yang immaterial sehingga kehamilan merupakan akibat yang paling fatal bisa terjadi pada korban. Meski korban diberikan restitusi, kompensasi, atau ganti rugi lainnya yang bersifat materiil sekalipun tidak akan mengembalikan keadaan korban seperti semula. 

D. Simpulan
Kebijakan aborsi berfungsi untuk menjaga kepentingan umum, dimana negara memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kepentingan ini dibuktikan tidak hanya dalam indikasi untuk perihal aborsi, tapi adanya kebijakan tentang di mana, bagaimana, dan oleh siapa aborsi dapat dilakukan untuk memastikan keamanan dan praktik aborsi yang efektif. Hukum aborsi dalam hal ini memberlakukan dan mengatur aborsi sebagai intervensi perawatan kesehatan, di mana kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan merupakan langkah-langkah legitimasi hukum.
E. Saran
1. Negara harus menjamin ketersediaan aturan yang jelas, tegas dan predictable, dan menjadi sebuah keharusan (moral) yang terkait dengan kepastian hukum secara formal.
2. Negara harus menjamin kontinuitas dan akseptabilitas moral yang  terkait  dengan  kepastian  hukum  secara  materil.
3. Legal certainty selalu harus dibaca sebagai kejernihan aturan, predictable, dijamin kontinuitasnya, dan harus bisa diterima atau dijalankan.
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